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Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk mencapai kehidupan bangsa yang 

sejahtera dengan mendorong perkembangan hukum yang dinamis. Pendirian 

berusaha dan perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu 

negara. Para pengusaha menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan 

kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan inovasi. Dalam 

proses pendirian usaha, langkah awal yang penting adalah menentukan jenis badan 

usaha yang ingin didirikan, seperti perseroan terbatas, firma, koperasi, atau usaha 

perseorangan. Setiap jenis badan usaha memiliki persyaratan yang berbeda yang 

harus dipenuhi. Setelah jenis badan usaha ditentukan, langkah selanjutnya adalah 

menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta pendirian, anggaran 

dasar, perjanjian, dan dokumen identitas pemegang saham atau anggota usaha. 

Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan fasilitas pendaftaran dan 

mengesahkan pendirian perusahaan. Fasilitas pendaftaran perusahaan disediakan 

oleh pemerintah melalui lembaga seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia atau badan koordinasi penanaman modal. Pengesahan pendirian 

perusahaan dilakukan setelah pemeriksaan dokumen dan persyaratan yang 

diajukan. Pada tahun 2018, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang bertujuan 

menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan 

terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian. Pada tahun 2021, muncul 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, yang menjadi landasan baru untuk pendaftaran dan pengesahan 

berusaha. Dalam konteks pendirian perseroan terbatas, kedua peraturan ini 

memiliki perbedaan dan persamaan yang perlu dianalisis secara komprehensif. 

Penelitian skripsi dilakukan untuk membandingkan kedua peraturan tersebut dan 

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing.   

Penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum 

normatif (normative legal research). Metode ini dipilih karena obyek kajian 

penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan 

doktrin hukum dari para ahli hukum. Tipe penelitian hukum terhadap sistematika 

hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum 

seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan 

perundangan. Yang berhubungan dengan pengamatan terhadap Pendirian Perseroan 

Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. 
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Hasil penelitian (1)  PT merupakan usaha yang digandrungi karena keuntungan 

sistem saham terbatasnya. Pendirian PT bukan hal yang cepat, dengan persyaratan 

UU Nomor 40 Tahun 2007, termasuk PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menambahkan 

syarat NIB. Pelaku usaha harus memenuhi legalitas institusional dan operasional, 

termasuk persyaratan formal dan materiil. PT didirikan oleh minimal dua orang, 

dalam arti orang pribadi atau badan hukum, dengan akta notaris berbahasa 

Indonesia. Proses pendirian meliputi pembuatan akta pendirian, pengesahan oleh 

Menteri Kehakiman, pendaftaran, dan pengumuman. KUHD tidak menentukan 

waktu pasti dalam pendirian PT. Untuk memperoleh status badan hukum tersebut 

maka Akta Pendirian dari PT harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan 

HAM. Maksud dari pengesahan, dimana pemerintah dapat mencegah berdirinya 

suatu PT yang tujuannya melanggar hukum. OSS RBA mengintegrasikan layanan 

perizinan usaha elektronik berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan. Risiko 

dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Diharapkan 

bahwa pengurusan izin usaha dapat menjadi lebih efisien, singkat, dan mengurangi 

risiko korupsi yang terkait dengan banyaknya prosedur pengesahan. Untuk risiko 

rendah, hanya diperlukan NIB. Risiko menengah rendah membutuhkan NIB dan 

pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Risiko menengah tinggi membutuhkan 

NIB dan Sertifikat Standar yang diverifikasi. Sistem OSS ini bertujuan 

meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam perizinan usaha, terutama NIB 

untuk pelaku usaha mikro dan kecil.  NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS dan 

diperlukan dalam perizinan perusahaan. Diharapkan bahwa pengurusan izin usaha 

dapat menjadi lebih efisien, singkat, dan mengurangi risiko korupsi yang terkait 

dengan banyaknya prosedur pengesahan. Pasal 8 Permendag Nomor 8 Tahun 2020 

mengatur tentang NIB. Melalui platform OSS, istilah Nomor Induk Berusaha (NIB) 

mulai dikenalkan kepada para pelaku usaha yang akan mendaftarkan pendaftaran 

dan pengesahan Perseroan Terbatas, yang mana dapat diharapakan bisa menjadi 

solusi bagi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan dan melakukan pengesahan  

badan hukum Perseroan Terbatas.  

Hasil penelitian (2)  Pendirian PT terhambat oleh persyaratan seperti bukti setoran 

saham dan foto copy NPWP. Implementasi OSS-RBA belum efektif, tidak 

memudahkan pengurusan izin usaha skala menengah-besar. Ego sektoral, data tidak 

terintegrasi, dan kesulitan pengesahan juga menghambat proses. Masalah RDTR 

belum teratasi, mempersulit izin lokasi usaha. Pemerintah dan stakeholders harus 

memperbaiki sistem OSS untuk kenyamanan pelaku usaha. Pengesahan PT melalui 

OSS memangkas waktu, namun perlu peningkatan. Kendala dan hambatan harus 

segera diatasi agar pengusaha dapat mendirikan PT dengan mudah. Hal tersebut 

sebenarnya wajar mengingat OSS masih baru dan sedang dalam perjalanan untuk 

mendapatkan bentuk terbaik sistem OSS, dan masih ada beberapa kekurangan 

lainnya dalam proses pendaftaran dan pengesahan perseroan terbatas lainnya. 

Namun, sistem itu belum memudahkan pengurusan izin usaha berskala menengah-

besar yang memiliki risiko dampak lingkungan lebih tinggi serta membutuhkan 

beragam perizinan sektoral lain. 
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ABSTRAK 

Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk mencapai kehidupan bangsa yang 

sejahtera dengan mendorong perkembangan hukum yang dinamis. Pendirian 

berusaha dan perusahaan memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Para 

pengusaha menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan inovasi. Pada tahun 2021, 

muncul Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, Dalam konteks pendirian perseroan terbatas. penelitian 

hukum normatif (normative legal research). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proses pendaftaran dan pengesahan pada badan hukum Perseroan 

Terbatas menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021. Untuk 

mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan UU Nomor 

40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021  dalam proses pendaftaran dan 

pengesahan Perseroan Terbatas di Indonesia. PT sendiri digandrungi karena sistem 

saham terbatas. Pendirian PT memerlukan persyaratan formal dan materiil, 

termasuk NIB. Prosesnya meliputi pembuatan akta, pengesahan, pendaftaran, dan 

pengumuman. OSS RBA mengintegrasikan perizinan berbasis risiko. 

Implementasinya belum efektif dan terhambat oleh ego sektoral dan 

ketidakintegrasian data. RDTR juga menjadi masalah dalam izin lokasi usaha. 

Untuk memperoleh status badan hukum tersebut maka Akta Pendirian dari PT harus 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pemerintah harus 

memperbaiki sistem OSS untuk kenyamanan pengusaha dan memangkas waktu 

pendirian PT. Kendala dan hambatan harus diatasi agar pendirian PT lebih 

mudah.UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur 

persyaratan dan prosedur pendaftaran PT. Melalui OSS, diperkenalkan istilah NIB 

bagi pelaku usaha yang mendaftarkan PT. Masih ada kekurangan seperti keabsahan 

keputusan elektronik yang diragukan, terutama bagi kalangan usaha dan Pendirian 

PT terhambat oleh persyaratan. Sistem OSS sendiri juga belum sempurna, maka 

wajar karena masih dalam perjalanan menuju bentuk terbaik. Kendala dan 

hambatan harus segera diatasi agar pengusaha dapat mendirikan PT dengan mudah. 

Semoga kedepannya perbaikan diharapkan segera dilakukan oleh pihak pemerintah.  

 

 

 

Kata Kunci: Pengesahan Berusaha; Perseroan Terbatas; OSS; NIB 
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